
KUALA LUMPUR(IM)-
Pemerintah Malaysia  mengaju-
kan RUU Penghapusan Mandat 
Hukuman Mati 2023, serta Revisi 
Hukuman Mati dan Penjara un-
tuk Kehidupan Alami (Yurisdiksi 
Sementara Pengadilan Federal) 
2023 di Parlemen. 

RUU tersebut diajukan 
oleh Datuk Seri Azalina Oth-
man Said, seorang menteri di 
Departemen Perdana Menteri 
yang bertanggung jawab atas 
hukum dan reformasi kelem-
bagaan.

RUU akan diperdebat-
kan selama sidang Parlemen 
saat ini. RUU tersebut harus 
disahkan sebelum 4 April, saat 
sidang berakhir.

Azalina mengatakan, RUU 

tersebut mencakup korban pem-
bunuhan dan korban perdagan-
gan narkoba, serta keluarga para 
korban. Kebijakan di bawah Un-
dang-Undang ini akan menjadi 
jalan tengah untuk memastikan 
bahwa keadilan dipertahankan 
untuk semua.

Di bawah undang-undang 
yang diusulkan, mereka yang 
terpidana mati harus men-
gajukan permohonan pen-
injauan kembali hukuman 
mereka dalam waktu 90 hari 
sejak undang-undang baru 
mulai berlaku. Terpidana mati 
akan diizinkan untuk menga-
jukan permohonan hanya satu 
kali, dan Pengadilan Federal 
berwenang untuk memper-
panjang jangka waktu 90 hari.

Malaysia Bakal Hapus Hukuman Mati
Azalina mengatakan, kedua 

undang-undang yang diusulkan 
akan bertindak retrospektif. 
Undang-undang ini memung-
kinkan pengadilan untuk mere-
visi hukuman bagi 840 terpi-
dana mati dan 25 lainnya yang 
telah gagal dalam permohonan 
grasi ke Dewan Pengampunan.

“Sebanyak 476 terpidana 
mati yang belum selesai proses 
bandingnya di pengadilan 
juga akan dilindungi undang-
undang,” kata Azalina.

Azalina mengatakan, pen-
gadilan akan diberdayakan 
untuk merevisi sejumlah kasus 
di mana seorang terpidana 
dijatuhi hukuman atau se-
dang menjalani penjara untuk 
kehidupan alami. Hukuman 
mereka akan dikurangi men-
jadi penjara seumur hidup, 
yaitu antara 30 dan 40 tahun.

Sebanyak 47 narapidana 
menjalani hukuman penjara 

seumur hidup. Sementara 70 
lainnya ditahan sampai mati 
setelah hukuman mati mereka 
diringankan.

Upaya sebelumnya untuk 
menghapus mandat hukuman 
mati tidak berhasil, kendati 
moratorium hukuman gantung 
telah diberlakukan sejak 2018. 
Dengan undang-undang yang 
diusulkan, Pengadilan Federal 
dapat merevisi hukuman mati 
dan menggantinya dengan pen-
jara seumur hidup, termasuk 
antara enam dan 12 pukulan 
rotan, tergantung pada tindak 
kejahatan narapidana.

Ada 11 pelanggaran yang 
semarang dapat dijatuhi man-
dat hukuman mati wajib.  Ini 
akan diganti dalam banyak 
kasus dengan hukuman seu-
mur hidup dan tidak lebih dari 
12 pukulan rotan. Namun, 
hukuman mati masih bisa 
dijatuhkan, sesuai dengan 

Pemerintah Malaysia megajukan RUU 
untuk menghapus hukuman mati.

UNJUK RASA MEMPROTES RUU REFORMASI PENSIUN DI PRANCIS 
Demonstran memprotes RUU reformasi pensiun pemerintah di Paris, Prancis, pada Selasa (28/3). Kementerian Dalam 
Negeri Prancis melaporkan sekitar 740.000 orang turun ke jalan di Prancis pada hari Selasa dalam protes baru terhadap 
RUU reformasi pensiun pemerintah. 
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Mileter Myanmar Bubarkan
Partai Aung San Suu Kyi

NAYPYIDAW(IM) - 
Pemerintah militer Myanmar 
telah membubarkan partai Liga 
Nasional untuk Demokrasi 
(NLD) yang dipimpin oleh Aung 
San Suu Kyi. Pembubaran NLD 
bersama dengan 39 partai lain 
karena kegagalan mendaftar un-
tuk pemilihan umum berikutnya.

Dalam siaran langsung pada 
Selasa (28/3) malam, siaran tele-
visi miliki pemerintah Myanmar 
Myawaddy TV mengatakan, se-
banyak 63 partai telah mendaftar 
di tingkat lokal atau nasional. Se-
dangkan 40 partai lainnya secara 
otomatis dibubarkan karena ga-
gal mendaftar pada batas waktu 
pada Selasa (28/3).

Pejabat senior NLD Tun 
Myint mengatakan, partainya 
tidak akan pernah mendaftar 
untuk pemungutan suara dengan 
banyak anggotanya di penjara atau 
terlibat dalam revolusi. “Tidak ma-
salah apakah mereka mengatakan 
partai kami dibubarkan atau tidak. 
Kami berdiri dengan dukungan 
rakyat,” kata Tun Myint.

Pemerintah Persatuan Na-
sional bayangan (NUG) men-
gatakan, militer tidak memiliki 
wewenang untuk mengadakan 
pemilihan yang dinilai palsu. “Partai 
politik yang menghormati keingi-
nan rakyat tidak mendaftar,” kata 
juru bicaranya Kyaw Zaw.

NLD adalah di antara lusinan 

partai parlementer yang sangat 
dilemahkan oleh kudeta militer 
pada 2021. Pemungutan suara yang 
tanggalnya belum diumumkan 
akan dilakukan di tengah krisis yang 
semakin dalam di Myanmar.

Pemilihan umum pun 
hampir pasti akan disapu oleh 
Partai Solidaritas dan Pem-
bangunan Persatuan (USDP) 
yang merupakan perwakilan 
militer. Partai itu dalam pemi-
lu sebelumnya pada 2015 dan 
2020 telah dikalahkan oleh 
NLD.  Dalam pemungutan 
suara terakhir itu yang akh-
irnya memicu kudeta militer 
dengan alasan penyimpangan 
yang tidak berdasar. ans

MANILA(IM)– Filipina 
akan memutuskan hubungan 
dengan Pengadilan Kriminal 
Internasional (ICC). Presiden 
Ferdinand Marcos Jr me-
nyampaikan ini Selasa (28/3), 
setelah banding agar penyeli-
dikan kasus Rodrigo Duterte 
dihentikan, ditolak ICC.

Saat ini, anak Duterte 
yaitu Sara Duterte meru-
pakan wakil presiden. ‘’Ini 
akhir keterlibatan kami den-
gan ICC. Dalam konteks 
ini, kami memutus kontak, 
komunikasi apapun dengan 
mereka,’’ kata Marcos ke-
pada reporter saat ditanya 
banding yang ditolak ICC 
pekan ini. 

Ribuan warga Filipina, 

Banding Kasus Duterte Ditolak, 
Filipina Putus Kontak dengan ICC

MEXICO CITY(IM) - 
Setidaknya 40 orang tewas di 
pusat migran di Meksiko dalam 
kebakaran yang menurut para 
pejabat dimulai selama protes 
terhadap  deportasi. Banyak 
korban telah melakukan perjala-
nan dari Amerika Tengah dan 
Selatan mencoba untuk sampai 
ke Amerika Serikat (AS). Ke-
bakaran di fasilitas di Ciudad 
Juárez terjadi sesaat sebelum 
pukul 22:00 waktu setempat 
(04:00 GMT) pada Senin (27/3).

Kota, yang terletak di 
seberang sungai Rio Grande 
dari El Paso, Texas, telah me-
lihat masuknya orang dalam 
beberapa minggu terakhir. 
Banyak yang telah menuju ke 
perbatasan AS dengan hara-
pan akan berakhirnya Title 
42, kebijakan era pandemi 
yang memberi pemerintah AS 
kekuatan untuk segera men-
gusir migran yang mencoba 
melintasi perbatasannya.

Presiden Meksiko An-
drés Manuel López Obrador 
mengatakan para migran telah 
membakar kasur. “Itu terkait 
dengan protes yang mereka 
mulai, kami kira, ketika mere-
ka mengetahui bahwa mereka 
akan dideportasi,” terangnya, 
dikutip BBC. “Mereka tidak 
mengira itu akan menyebab-
kan tragedi yang mengerikan 
ini,” tambahnya.

Foto-foto dari tempat 
kejadian memperlihatkan 
kantong-kantong mayat ber-
jejer di trotoar di luar.

Media lokal mengatakan 
para migran di dalam ge-
dung tempat kebakaran ter-
jadi telah dijemput oleh 
pihak berwenang pada Senin 
(27/3) dan dibawa ke pusat 
tersebut. Fasilitas tersebut 
terletak di dekat Jembatan 
Stanton-Lerdo, yang meng-
hubungkan Meksiko dan AS.

Dua puluh sembilan orang 
juga terluka dalam kebakaran 
itu. Sekitar 68 pria dari Amerika 
Tengah dan Selatan berada di 
dalam pusat - yang dijalankan 
oleh Institut Migrasi Nasional 
Meksiko (INM) - ketika keba-
karan terjadi.

Sebuah pernyataan dari 
Bea Cukai dan Perlindungan 
Perbatasan AS mengatakan 
mereka siap untuk menerima 

Kebakaran Pusat Migran 
Meksiko Tewaskan 40 Orang

dan memproses mereka yang 
terluka dalam kebakaran itu 
dan sedang diangkut melalui 
ambulans dari Meksiko ke fasili-
tas medis AS untuk perawatan.

Pihak berwenang Meksiko 
mengatakan korban tewas dan 
cedera termasuk orang-orang 
dari Guatemala, Honduras, 
Venezuela, El Salvador, Kolom-
bia, dan Ekuador.

Menteri luar negeri negara 
itu Mario Bucaro mengatakan 
kepada wartawan, dua puluh 
delapan warga Guatemala 
tewas dalam kebakaran itu.

Sementara itu, Sekretaris 
Jenderal Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (PBB) Antonio 
Guterres menyerukan “peny-
elidikan menyeluruh”. Seorang 
juru bicara mengatakan 
Guterres akan terus bekerja 
sama dengan pihak berwenang 
di negara-negara di mana per-
pindahan orang yang beragam 
terjadi untuk membangun jalur 
migrasi yang lebih aman, lebih 
teratur, dan terorganisir.

Duta Besar AS untuk 
Meksiko, Ken Salazar, men-
gatakan tragedi itu adalah 
“pengingat bagi pemerintah 
di kawasan itu akan pent-
ingnya memperbaiki sistem 
migrasi yang rusak dan risiko 
migrasi tidak teratur”.

Seperti diketahui, Title 
(42), yang memungkinkan 
pejabat perbatasan AS untuk 
menolak masuknya individu 
ke AS untuk mencegah pe-
nyebaran penyakit menular, 
pertama kali diterapkan pada 
awal pandemi Covid.

Pemerintahan Biden telah 
mengumumkan niatnya untuk 
mengakhiri penggunaan kebi-
jakan era Trump, tetapi untuk 
saat ini kebijakan tersebut tetap 
berlaku. Sejak pengumuman 
tersebut, jumlah migran di 
Ciudad Juárez yang menunggu 
kemungkinan pencabutan pem-
batasan telah membengkak.

Baru-baru ini ratusan mi-
gran yang frustrasi, kebanyakan 
orang Venezuela, mencoba 
menerobos jembatan internasi-
onal ke El Paso dari kota Meksiko. 
Pejabat AS memberlakukan bari-
kade fisik dengan mengatakan 
kelompok itu telah menimbul-
kan ancaman potensial untuk 
masuk secara massal. ans

kebijaksanaan pengadilan. 
Di antara pelanggaran yang 
terlibat adalah pembunuhan, 
tindakan teroris dan penyan-
deraan.

Undang-undang yang diu-
sulkan juga menghapus huku-
man mati berdasarkan Bagian 
3 dan 3A Undang-Undang 
Senjata Api (Peningkatan Hu-
kuman) tahun 1971 di mana 
kematian tidak terjadi. Aza-
lina mengatakan satu-satunya 
amandemen yang dibuat pada 
Bagian 39B Undang-Undang 
Narkoba Berbahaya adalah 
menurunkan jumlah pukulan 
rotan dari minimal 15 pukulan 
menjadi 12 pukulan.

Tetapi pengadilan akan me-
miliki lebih banyak keleluasaan 
dalam memutuskan apakah 
akan menjatuhkan hukuman 
penjara seumur hidup atau hu-
kuman mati untuk perdagangan 
narkoba. tom 

khususnya pengedar kelas 
teri dan pengguna obat ter-
larang tewas di tangan polisi. 
Pemberantasan ini dilakukan 
selama Duterte menjabat 
presiden. Banyak juga yang 
tewas secara misterius. 

Terkait kasus tersebut, 
ICC menyelidiki tuduhan 
masif  yang dilayangkan ke-
lompok-kelompok HAM dan 
korban eksekusi sistematis 
Duterte. Polisi biasanya me-
nyampaikan alasan, mereka 
membunuh tersangka karena 
membela diri. 

“Kami tak bisa bekerja 
sama dengan ICC den-
gan pertimbangan sangat 
serius mengenai yurisdiksi 
mereka, juga kami meni-
lai mereka mencampuri 
dan menyerang kedaulatan 
kami,’’ ujar Marcos. 

ICC adalah pengadilan 
terakhir yang dapat men-
jalankan yurisdiksi jika neg-
ara tidak dapat atau tidak 
mau menyelidiki kejahatan 
di wilayahnya. Filipina ber-
pendapat, lembaga peradi-
lannya mampu mengadili 
kejahatan ini.

Ketika kritik internasion-
al meningkat atas kebijakan-
nya, Duterte secara sepihak 
menarik Filipina dari traktat 
pendirian ICC yaitu Statuta 
Roma, pada 2018. Traktat 
tersebut menetapkan ICC 
dapat menyelidiki kejahatan 
ketika sebuah negara men-
jadi anggotanya.

Januari lalu, ICC men-
gabulkan permintaan jaksa 
penuntutnya membuka 
kembali kasus pembunuhan 
atas pemakai dan pengedar 
narkoba itu. Penyelidikan di-
tangguhkan pada November 
2021 atas permintaan Ma-
nila yang mengaku sedang 
melakukan penyelidikannya 
sendiri. 

Duterte berulang kali 
mengatakan tidak memberi-
kan instruksi membunuh 
pengedar dan pemadat, se-
lain untuk membela diri. 
Dia mengatakan bersedia 
diadili atas kebijakan perang 
narkobanya, tetapi hanya di 
pengadilan Filipina. gul


